
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR  12  TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah, pendanaan yang diperlukan 

untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah,  dengan pembebanan 
langsung pada belanja tidak terduga, dan dalam hal belanja 

tidak terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah 
menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian 
program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan 

dalam tahun anggaran berjalan dan/ atau memanfaatkan 
uang kas yang tersedia; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan 
Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana 

Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, dalam rangka 
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), 
sumber dana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH 

CHT) yang dilakukan untuk bidang kesehatan dapat 
digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan 

Covid 19, sedangkan Dana Insentif Daerah diprioritaskan 
untuk penanganan Covid-19; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati 

Banjar Nomor 58 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar, 
dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pergeseran Anggaran; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Banjar;  
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Mengingat                

     

:

              

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4268); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 

8. , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 

9.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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10.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

20.  Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
220); 

21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 

23.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

24.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 

tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana 
Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 
2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 

2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 250); 

25.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

26.  Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 03, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); 

28.  Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 
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2019 Nomor 6); 

29.  Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 
Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Banjar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 
Nomor 8); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 8) di ubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

1. Pendapatan :  

a. Pendapatan Asli Daerah : Rp190.282.306.235,00 

b. Dana Perimbangan : Rp1.259.007.016.153,00     

c. Lain-Lain Pendapatan yang sah : Rp414.859.792.037,00 

                                                                      ------------------------------- 

          Jumlah Pendapatan   Rp1.864.149.114.425,00 

2. Belanja : 

a. Belanja Tidak Langsung  

1) Belanja Pegawai : Rp 769.377.115.301,00 

2) Belanja Bunga : Rp0,00 

3) Belanja Subsidi : Rp0,00 

4) Belanja Hibah : Rp88.374.171.000,00 

5) Belanja Bantuan Sosial : Rp4.879.700.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil Kepada  
      Provinsi/Kab/Kota dan 
      Pemerintah Desa : Rp7.275.051.870,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan 
      Kepada Provinsi/Kab/Kota 

      Pemerintah Desa : Rp331.707.494.400,00  

8) Belanja Tidak Terduga : Rp24.316.500.000,00 
                                                               --------------------------------- 

                                                              Rp1.225.930.032.571,00 
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b. Belanja Langsung  

1) Belanja Pegawai : Rp113.366.520.650,00 

2) Belanja Barang dan Jasa : Rp465.818.472.855,00 

3) Belanja Modal : Rp284.034.088.349,00 

                                                               --------------------------------- 

                                                               Rp863.219.081.854,00 

Jumlah Belanja   Rp2.089.149.114.425,00 

Surplus/(defisit)                 (Rp225.000.000.000,00) 
 

3. Pembiayaan :  

a. Penerimaan : Rp225.000.000.000,00 

b. Pengeluaran : Rp0,00 

                                                                      -------------------------------- 

Jumlah Pembiayaan Netto   Rp225.000.000.000,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran    Rp0,00 
tahun berkenaan       

                                                                                                                             

2. Mengubah Lampiran II sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
 

Pasal III 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 

 
Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal  26 Maret 2020                           

 
            BUPATI BANJAR, 

 
 
                  Ttd 

 
                                                                  KHALILURRAHMAN 
 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 26 Maret 2020                  

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 

 
                            Ttd 

 
 

                 MOKHAMAD HILMAN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 12 

 


